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Keywords: The integration of Artificial Intelligence (Al) into criminal procedure
Artificial Intelligence law has emerged as a significant development in enhancing the
Criminal Procedure Law efficiency and accuracy of judicial systems. However, the
Legal Technology implementation of Al in Indonesia remains at an early stage, with
Judicial Efficiency challenges such as regulatory gaps, societal trust issues, and
Algorithmic Bias potential algorithmic biases. This study aims to explore the potential

and challenges of utilizing AI within Indonesia’s criminal procedure
framework, focusing on its legal and social implications. Employing
a qualitative research approach, this study combines in-depth
interviews with legal experts, practitioners, and Al developers,
alongside a comprehensive literature review of existing laws and
academic research. The findings reveal that Al has the potential to
expedite case management, enhance evidence analysis, and reduce
human biases in judicial decision-making. Nevertheless, the lack of
specific regulations governing Al’s use in the judiciary and the
limited public trust pose significant hurdles to its effective
implementation. The study also highlights the importance of adaptive
legal frameworks and public education to foster transparency and
accountability in Al applications. These results contribute to the
broader discourse on Al integration in legal systems, particularly in
developing countries, by emphasizing the need for localized
strategies that address unique social and legal contexts. The
implications of this research extend to policymakers and technology
developers, providing insights into the regulatory and ethical
considerations required for sustainable Al adoption in judicial
processes. Future research is recommended to expand the scope of
empirical studies and include quantitative analyses to further
substantiate the findings.
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I INTRODUCTION

Perkembangan teknologi telah membawa dampak signifikan dalam berbagai bidang kehidupan manusia,
termasuk dalam sistem peradilan pidana. Artificial Intelligence (Al), sebagai teknologi mutakhir, Kini
menjadi alat yang semakin diandalkan dalam mendukung proses hukum. Di berbagai negara maju,
penerapan Al mulai dari analisis data hingga pengambilan keputusan hukum telah menunjukkan potensi
besar dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi sistem peradilan. Al dapat membantu proses penegakan

hukum, seperti identifikasi pelaku kejahatan, analisis bukti, hingga pengelolaan dokumen hukum.

OPEN ACCESS


https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20220817090639854
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20220817110629833
https://journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA
mailto:rendyyy@gmail.com
mailto:viacoo@gmail.com
mailto:adingustin@gmail.com

Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Hukum Acara Pidana...

Teknologi ini juga dapat mengurangi human error yang sering terjadi dalam proses hukum manual.
Namun, integrasi Al dalam sistem hukum juga memunculkan sejumlah tantangan, termasuk isu etika,
privasi, dan bias algoritma. Dengan kemampuannya dalam memproses data secara cepat dan
menyeluruh, Al menjadi alat potensial untuk menyederhanakan prosedur hukum yang kompleks.
Meskipun demikian, keberadaan Al tidak hanya dilihat sebagai solusi, tetapi juga sebagai subjek kajian
yuridis dan sosial. Oleh karena itu, memahami penerapan Al dalam hukum acara pidana menjadi

semakin relevan dalam konteks modern.

Di Indonesia, sistem hukum acara pidana masih bergantung pada mekanisme manual yang sering kali
memakan waktu dan biaya besar. Dalam konteks ini, pemanfaatan Al dapat menjadi solusi yang
menjanjikan untuk mengatasi berbagai keterbatasan. Beberapa langkah awal telah dilakukan, seperti
penggunaan teknologi dalam sistem e-court dan pengelolaan data perkara. Namun, adopsi Al secara luas
masih terkendala oleh regulasi yang belum memadai dan pemahaman yang terbatas di kalangan praktisi
hukum. Selain itu, pemanfaatan Al dalam hukum pidana harus mempertimbangkan aspek keadilan dan
hak asasi manusia, khususnya dalam konteks pengambilan keputusan yang berpotensi diskriminatif.
Pada saat yang sama, penerapan Al juga membutuhkan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia
yang memadai. Studi ini bertujuan untuk menggali potensi dan tantangan penerapan Al dalam hukum
acara pidana di Indonesia, dengan pendekatan yang mencakup aspek yuridis dan dampak sosial. Dalam
tinjauan ini, penting untuk memahami bagaimana Al dapat mendukung tujuan hukum, seperti keadilan,
kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya berfokus pada manfaat

teknologi, tetapi juga pada implikasi sosial dan hukum yang menyertainya.
Al dalam Sistem Peradilan: Potensi dan Tantangan

Penggunaan Al dalam sistem peradilan telah menjadi topik diskusi global dalam satu dekade terakhir.
Menurut (Amelia et al., 2024; Gill et al., 2024; Vattikuti, 2024), Al memiliki kemampuan untuk
meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan perkara, mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan.
Penelitian oleh (Ben-Michael et al., 2024; Kalra et al., 2024) menunjukkan bahwa algoritma berbasis
Al dapat membantu analisis bukti dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan manusia.
Namun, tantangan utama dalam penerapan Al adalah potensi bias algoritma, seperti yang diungkapkan
oleh (Babajide Tolulope Familoni, 2024; O’Connor & Liu, 2024; Umoga et al., 2024) dalam studi
mereka tentang sistem penilaian risiko kriminal. Di Indonesia, penerapan Al dalam hukum masih minim,
meskipun potensi penggunaannya sangat besar, terutama dalam mempercepat penyelesaian perkara
(Hidayat, 2022). Sementara itu, regulasi yang ada belum secara eksplisit mengatur penggunaan Al,
seperti yang disebutkan dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE). Dengan demikian, literatur ini menggarisbawahi pentingnya pengembangan kerangka hukum

yang jelas untuk mendukung penerapan Al secara adil dan transparan.

Studi Kasus Implementasi Al di Negara Lain
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Di Amerika Serikat, penggunaan Al dalam sistem peradilan sudah mencakup aplikasi seperti COMPAS,
yang membantu menentukan tingkat risiko residivisme (Engel et al., 2024). Sementara itu, di Eropa,
proyek "RoboLaw" bertujuan untuk merumuskan panduan hukum terkait teknologi Al (Palmerini, 2013;
Spalevic & Ili¢, 2024). Studi ini menunjukkan bahwa meskipun Al mampu mendukung efisiensi proses
hukum, tetap diperlukan pengawasan manusia untuk mencegah penyalahgunaan. Di Singapura, sistem
"Predictive Policing" telah digunakan untuk memprediksi lokasi kejahatan berdasarkan analisis
data(Hardyns & Rummens, 2018; Jefferson, 2018; Rummens et al., 2017). Hal ini menunjukkan bahwa
Al dapat menjadi alat yang efektif dalam pencegahan kejahatan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran
tentang pelanggaran privasi (Blauth et al., 2022; Joshi, 2024; King et al., 2020). Pelajaran dari negara-
negara ini menunjukkan bahwa implementasi Al dalam sistem hukum memerlukan keseimbangan antara

inovasi teknologi dan perlindungan hak individu.
Teknologi Al dan Isu Etika dalam Hukum

Menurut (Tsamados et al., 2021), salah satu tantangan utama dalam penerapan Al adalah isu etika,
terutama terkait transparansi algoritma. Dalam konteks hukum pidana, pengambilan keputusan yang
menggunakan Al dapat memengaruhi nasib individu secara langsung, sehingga diperlukan standar
akuntabilitas yang tinggi (Busuioc, 2021; Chiao, 2019; Doshi-Velez et al., 2017). Studi lain oleh
(Felzmann et al., 2019; Rodrigues, 2020) menyoroti bahwa keputusan Al sering kali sulit dijelaskan,
yang dapat menjadi masalah dalam sistem hukum yang mengutamakan prinsip keterbukaan. Di
Indonesia, isu etika ini semakin relevan mengingat kurangnya regulasi yang mengatur tentang
transparansi dan akuntabilitas teknologi (Dhirani et al., 2023; Felzmann et al., 2019; Leenes et al., 2017).
Dengan demikian, pengembangan Al dalam hukum pidana harus mempertimbangkan prinsip-prinsip

dasar etika untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.
Pengaruh Al terhadap Keadilan Sosial

Al memiliki potensi untuk memperluas akses keadilan, tetapi juga dapat memperburuk ketidakadilan
jika tidak diterapkan dengan benar (Bagaric et al., 2022; Re & Solow-Niederman, 2019; Rodrigues,
2020). Di bidang hukum pidana, penggunaan Al dapat mengurangi diskriminasi subjektif yang sering
terjadi dalam pengambilan keputusan manusia (Bagaric et al., 2022). Namun, penelitian oleh (Johnson,
2021) menunjukkan bahwa algoritma sering kali mencerminkan bias yang ada dalam data pelatihan. Di
Indonesia, masalah ini menjadi tantangan besar mengingat keberagaman sosial dan budaya yang
memengaruhi data hukum (Wahyudi, 2023). Oleh karena itu, studi ini menekankan pentingnya
pengawasan ketat terhadap penggunaan Al untuk memastikan bahwa teknologi ini mendukung tujuan

keadilan sosial.
Regulasi Al dalam Hukum Acara Pidana

Regulasi Al dalam hukum masih menjadi area yang relatif baru, baik di tingkat internasional maupun

nasional. Studi oleh (Akpobome, 2024) menyoroti pentingnya pengembangan kerangka hukum yang
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adaptif untuk mengakomodasi perkembangan teknologi. Di Indonesia, UU No. 19 Tahun 2016 tentang
ITE menjadi dasar hukum utama, tetapi belum cukup untuk mengatur kompleksitas penggunaan Al
dalam hukum pidana (Kejahatan Tindak Pidana Kesusilaan Dalam et al., 2024). Selain itu, belum ada
regulasi khusus yang mengatur tentang tanggung jawab hukum terkait keputusan yang dihasilkan oleh
Al. Dengan demikian, literatur ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk memperbarui regulasi

hukum yang relevan untuk mendukung inovasi teknologi.

Saat ini, studi mengenai pemanfaatan Al dalam hukum acara pidana di Indonesia masih sangat terbatas.
Kebanyakan penelitian yang ada berfokus pada aspek teknologi tanpa menggali lebih dalam dampaknya
terhadap keadilan sosial dan prinsip yuridis. Di sisi lain, literatur internasional menawarkan wawasan
yang luas tentang penerapan Al dalam sistem hukum, tetapi kurang relevan dengan konteks lokal
Indonesia. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk mengisi kesenjangan ini dengan penelitian yang
lebih holistik, yang mengintegrasikan pendekatan yuridis dan sosial.

Selain itu, belum banyak kajian yang membahas bagaimana Al dapat diadaptasi untuk mendukung nilai-
nilai lokal dalam hukum acara pidana Indonesia. Pendekatan yang ada sering kali mengabaikan isu-isu
spesifik seperti keberagaman budaya dan kompleksitas hukum adat. Studi ini bertujuan untuk menjawab
pertanyaan mendasar tentang bagaimana Al dapat diterapkan secara efektif dalam sistem hukum

Indonesia tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan tantangan pemanfaatan Al dalam hukum acara
pidana di Indonesia, dengan fokus pada aspek yuridis dan dampak sosial. Selain itu, penelitian ini juga
bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung implementasi Al secara
adil dan transparan dalam sistem hukum Indonesia. Kontribusi penelitian ini mencakup pengembangan
kerangka teoretis dan praktis untuk penerapan Al dalam hukum acara pidana di Indonesia. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi
tentang bagaimana memanfaatkan teknologi Al untuk mendukung tujuan keadilan, kepastian hukum,

dan kemanfaatan dalam sistem hukum nasional.

II. METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini
dipilih untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi pemanfaatan Artificial Intelligence (Al)
dalam hukum acara pidana di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji aspek yuridis dan
dampak sosial yang dihasilkan dari penerapan Al dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian,
penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang komprehensif tentang manfaat, tantangan, dan

implikasi penerapan Al dalam konteks hukum nasional.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh melalui wawancara mendalam dengan ahli hukum, praktisi peradilan, dan pengembang

teknologi Al yang relevan. Partisipan dipilih secara purposif berdasarkan keahlian dan keterlibatan
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mereka dalam bidang yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari kajian literatur, termasuk jurnal
akademik, buku, peraturan perundang-undangan, laporan resmi, serta dokumen dan studi kasus yang
relevan. Sumber data sekunder ini mencakup penelitian-penelitian internasional dan lokal terkait

pemanfaatan Al dalam sistem hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi partisipatif.
Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk mendapatkan pandangan mendalam dari para partisipan.
Wawancara dilakukan secara tatap muka atau daring untuk menyesuaikan dengan kondisi partisipan.
Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui penelusuran dokumen hukum, laporan penelitian,
dan publikasi akademik yang relevan. Dokumen-dokumen ini dianalisis untuk memahami
perkembangan penerapan Al dalam hukum acara pidana. Jika memungkinkan, dilakukan pula observasi
terhadap penggunaan teknologi Al dalam konteks hukum acara pidana, seperti dalam simulasi peradilan
atau proses investigasi berbasis Al.

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis tematik, dengan beberapa langkah
sistematis. Pertama, data dikategorikan berdasarkan tema utama, seperti potensi Al, tantangan hukum,
dan dampak sosial. Kedua, tema-tema yang diidentifikasi dianalisis secara mendalam untuk menemukan
pola dan hubungan yang signifikan. Ketiga, validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, di mana
data dari wawancara, dokumentasi, dan observasi dibandingkan untuk memastikan konsistensi

informasi.

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama enam bulan. Pada bulan pertama, dilakukan
perencanaan penelitian, termasuk penyusunan instrumen wawancara dan pengumpulan data sekunder.
Bulan kedua hingga ketiga difokuskan pada pengumpulan data primer melalui wawancara dan
observasi. Pada bulan keempat, dilakukan analisis data awal dan pengolahan temuan. Bulan kelima
digunakan untuk penyusunan laporan penelitian awal dan diskusi hasil dengan ahli. Akhirnya, pada

bulan keenam, dilakukan finalisasi laporan penelitian dan publikasi hasil.

Penelitian ini berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian. Partisipan diwawancarai
setelah memberikan persetujuan yang diinformasikan secara lengkap. Identitas partisipan dan informasi
sensitif dijaga kerahasiaannya. Selain itu, hasil penelitian akan dipublikasikan secara terbuka untuk
memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan metodologi yang dirancang
secara menyeluruh ini, diharapkan penelitian dapat memberikan dasar yang kuat untuk mencapai tujuan
penelitian dan menghasilkan temuan yang valid, relevan, dan aplikatif dalam konteks hukum acara

pidana di Indonesia.

I11. RESULT AND DUSCUSSION

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Artificial Intelligence (Al) dalam hukum acara pidana di
Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi sistem peradilan.

Berdasarkan wawancara dan analisis dokumentasi, teknologi Al dapat mendukung proses seperti
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pengelolaan dokumen hukum, analisis bukti digital, dan prediksi hasil perkara. Namun, terdapat
tantangan utama seperti regulasi yang belum memadai dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Tabel
1 menunjukkan persepsi para ahli mengenai manfaat dan tantangan penerapan Al dalam hukum acara
pidana. Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa Al memiliki potensi untuk meningkatkan
efisiensi dalam hukum acara pidana, terutama dalam proses analisis bukti dan penyusunan keputusan
awal. Beberapa responden menilai bahwa Al dapat membantu mengurangi waktu penanganan kasus

dengan menyediakan informasi yang lebih cepat dan akurat kepada aparat penegak hukum.

Tabel 1. Persepsi Ahli terhadap Penerapan Al dalam Hukum Acara Pidana

Manfaat Utama Persentase (%) Tantangan Utama Persentase (%)
Efisiensi waktu dalam 85% Regulasi yang belum 70%
pengelolaan kasus memadai
Akurasi dalam analisis 78% Keterbatasan infrastruktur 65%
bukti teknologi
Pengurangan bisa manusia | 68% Potensi bias algoritma 60%
Pengelolaan dokumen 75% Kekhawatiran etika dan 55%
hukum yang efisien privasi

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa sebagian besar ahli sepakat bahwa efisiensi waktu dan akurasi adalah
manfaat utama penerapan Al, dengan masing-masing mencapai persentase 85% dan 78%. Namun,
tantangan utama seperti regulasi yang belum memadai dan keterbatasan infrastruktur juga mendapatkan
perhatian besar, dengan masing-masing disebutkan oleh 70% dan 65% responden. Temuan ini
menunjukkan perlunya langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut.

A. Studi Kasus Implementasi Teknologi Al

Dalam studi ini, salah satu contoh aplikasi Al yang dianalisis adalah sistem e-court yang digunakan
untuk pengelolaan dokumen perkara secara elektronik. Gambar 1 menunjukkan diagram alur kerja dari

sistem e-court.
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Pengacara

ONLINE Pengajuan berkas perkara P

Tidak Lolos

PENGADILAN  ferrrrrrreererree

Lolos
Penjadwalan sidang
SISTEM ONLINE .
otomatis
Sidang
Platform Elektronik Hasil Sidang

Gambar 1. Diagram Alur Kerja Sistem E-Court

Diagram pada gambar 1 menunjukkan bagaimana teknologi dapat menyederhanakan proses yang
sebelumnya membutuhkan banyak waktu dan tenaga manusia. Namun, dari wawancara dengan praktisi
hukum, ditemukan bahwa beberapa pengadilan masih menghadapi kendala dalam mengadopsi sistem

ini secara optimal, terutama di daerah dengan akses internet terbatas.
B. Dampak Sosial dan Yuridis Penerapan Al

Penerapan Al dalam hukum acara pidana tidak hanya memengaruhi aspek teknis, tetapi juga membawa
dampak sosial dan yuridis yang signifikan. Secara sosial, teknologi ini dapat meningkatkan akses
masyarakat terhadap keadilan melalui sistem yang lebih transparan dan efisien. Namun, kekhawatiran
tentang privasi dan bias algoritma tetap menjadi isu yang perlu diperhatikan. Secara yuridis, penerapan
Al menimbulkan tantangan dalam hal akuntabilitas keputusan yang dihasilkan oleh sistem berbasis
algoritma. Dalam beberapa kasus, keputusan yang dihasilkan oleh Al sulit dijelaskan, yang bertentangan
dengan prinsip transparansi dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang dapat

menjamin akuntabilitas dan keadilan dalam penggunaan teknologi ini.

C. Isu Yuridis dalam Penggunaan Al
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Dari perspektif yuridis, penelitian ini menemukan adanya kekhawatiran mengenai transparansi dan
akuntabilitas penggunaan Al dalam sistem hukum. Beberapa responden menyoroti bahwa Al harus
diatur dengan jelas untuk memastikan bahwa keputusannya dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum, serta memastikan bahwa Al tidak mengurangi hak-hak dasar terdakwa, seperti hak atas proses
yang adil. Diagram yang ditunjukkan pada gambar 1 berikut menggambarkan hubungan antara

penggunaan Al, transparansi, dan akuntabilitas dalam hukum acara pidana.
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Y

Al Pengumpulan Data

Sumber Tidak
Al A—
terpercaya?
Analisis Algoritma
Untuk memastikan akurasi Apakah data Tidak

dan keadilan dapat diaudit?
Keputusan
Apakah hasil disertas _

. Tidak
dengan penjelasan —_—
ang dapat dipahami?

) lya
Membutuhkan sistem
pengawasan manusia
untuk memastikan Pengawasan
kepatuhan terhadap
prinsip hukum

Gambar 1. Hubungan Penggunaan Al dengan Transparansi dan Akuntabilitas

Diagram pada gambar 1 menunjukkan pentingnya pengawasan dan regulasi dalam memastikan Al

digunakan secara adil dan bertanggung jawab dalam sistem hukum.
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D. Dampak Sosial dari Penerapan Al pada Peradilan

Temuan juga menunjukkan bahwa penerapan Al dalam sistem peradilan dapat memunculkan tantangan
sosial, seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap keputusan yang dihasilkan oleh mesin. Beberapa
responden mengungkapkan bahwa masyarakat masih meragukan keadilan yang diberikan oleh teknologi
Al, terutama dalam kasus pidana yang melibatkan kepentingan publik yang besar (Wardana, 2023).
Tabel 2 menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Al. Hasil ini menunjukkan bahwa
hanya 55% masyarakat yang menyatakan percaya atau sangat percaya terhadap penerapan Al dalam
peradilan. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi publik dan transparansi lebih lanjut dalam
implementasi Al.

Tabel 2. Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Al dalam Peradilan

Tingkat Kepercayaan Persentase (%)
Sangat Percaya 15%
Percaya 40%
Tidak Percaya 30%
Sangat Tidak Percaya 15%

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Artificial Intelligence (Al) dalam hukum acara pidana
di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi sistem peradilan. Hal ini
terlihat dari tingginya persepsi ahli tentang manfaat Al dalam efisiensi waktu pengelolaan kasus dan
akurasi analisis bukti. Temuan ini menjawab tujuan penelitian, yaitu untuk mengeksplorasi potensi dan
tantangan penerapan Al dalam konteks hukum nasional. Penelitian juga menyoroti pentingnya regulasi
yang mendukung implementasi Al secara adil dan transparan, sejalan dengan kekhawatiran tentang
akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian, hasil ini memperkuat argumen bahwa integrasi Al
dapat membantu mencapai tujuan sistem hukum, seperti keadilan dan efisiensi. Namun, hasil juga
mengungkapkan tantangan sosial, seperti kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap keputusan
berbasis Al. Implikasi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang holistik, termasuk edukasi publik dan
pengembangan regulasi. Secara keseluruhan, temuan ini memberikan kontribusi penting terhadap

diskusi tentang digitalisasi hukum acara pidana di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Smith (2020) yang menunjukkan bahwa Al dapat
meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dokumen hukum dan analisis bukti. Dalam konteks
Indonesia, efisiensi ini sangat relevan mengingat sistem hukum yang sering kali lambat dan penuh
birokrasi. Namun, penelitian ini memperluas temuan Smith dengan mengidentifikasi kekhawatiran
sosial dan budaya yang unik di Indonesia, seperti rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
teknologi. Temuan ini juga mendukung studi oleh (Ben-Michael et al., 2024; Kalra et al., 2024) yang
menyoroti potensi bias algoritma sebagai tantangan utama, meskipun penelitian ini lebih menekankan

pentingnya regulasi untuk mencegah diskriminasi berbasis algoritma.
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Selain itu, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan (Babajide Tolulope Familoni, 2024; O’Connor &
Liu, 2024; Umoga et al., 2024) yang menunjukkan bahwa algoritma penilaian risiko kriminal di AS
cenderung memperburuk bias rasial. Dalam konteks Indonesia, bias data lebih terkait dengan
keberagaman budaya dan hukum adat yang tidak selalu terwakili dalam data pelatihan Al. Hal ini
menunjukkan bahwa penerapan Al harus disesuaikan dengan konteks lokal untuk memaksimalkan
manfaatnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru yang relevan untuk

mengadaptasi teknologi Al dalam lingkungan hukum yang multikultural.

Penelitian ini juga menambahkan dimensi baru pada studi (Palmerini, 2013; Spalevic & Ili¢, 2024) yang
menyoroti pentingnya panduan hukum untuk penerapan Al di Eropa. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa meskipun kerangka hukum seperti UU ITE sudah ada di Indonesia, regulasi ini belum cukup
spesifik untuk mengatur Al dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan
kebutuhan mendesak untuk memperbarui regulasi yang relevan agar lebih kontekstual.

Lebih jauh lagi, penelitian ini melengkapi temuan (Bagaric et al., 2022; Re & Solow-Niederman, 2019;
Rodrigues, 2020) yang menyoroti Kketidakpercayaan masyarakat terhadap Al. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ketidakpercayaan ini juga ditemukan di Indonesia, terutama dalam kasus pidana
yang melibatkan kepentingan publik yang besar. Namun, berbeda dengan studi (Bagaric et al., 2022; Re
& Solow-Niederman, 2019; Rodrigues, 2020) yang berfokus pada ketimpangan sosial, penelitian ini
menunjukkan bahwa edukasi publik dan transparansi teknologi dapat menjadi solusi potensial untuk

meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap Al.

Salah satu temuan yang tidak sesuai dengan ekspektasi adalah rendahnya tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap Al meskipun teknologi ini menawarkan banyak manfaat. Peneliti awalnya
memperkirakan bahwa masyarakat akan lebih menerima teknologi Al karena efisiensinya. Namun,
wawancara menunjukkan bahwa kurangnya edukasi tentang cara kerja Al dan kekhawatiran tentang bias
algoritma menjadi faktor utama ketidakpercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Al harus
disertai dengan program edukasi yang komprehensif untuk mengurangi ketakutan yang tidak berdasar.
Selain itu, tantangan infrastruktur di daerah terpencil yang tidak diantisipasi juga menjadi hambatan

dalam adopsi teknologi ini secara luas.
Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur tentang penerapan Al dalam sistem hukum,
khususnya dalam konteks negara berkembang. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi Al
membutuhkan pendekatan yang memperhatikan konteks lokal, termasuk regulasi, budaya, dan
kepercayaan masyarakat. Secara praktis, penelitian ini menawarkan wawasan untuk pembuat kebijakan
tentang pentingnya pengembangan kerangka hukum yang spesifik dan edukasi publik untuk mendukung
penerapan Al. Industri teknologi juga dapat memanfaatkan temuan ini untuk mengembangkan algoritma

yang lebih adil dan transparan, sesuai dengan kebutuhan sistem hukum di Indonesia.
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Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, ukuran sampel wawancara yang relatif kecil
mungkin tidak sepenuhnya mewakili keragaman pendapat di kalangan ahli hukum dan praktisi
teknologi. Kedua, penelitian ini berfokus pada konteks Indonesia, sehingga generalisasi hasil ke negara
lain harus dilakukan dengan hati-hati. Ketiga, keterbatasan data sekunder yang tersedia tentang
implementasi Al dalam hukum acara pidana di Indonesia menjadi tantangan dalam mendukung temuan
dengan data kuantitatif yang kuat. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk

memperdalam temuan.
Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan hasil dan keterbatasan, penelitian selanjutnya disarankan untuk meningkatkan jumlah dan
variasi responden untuk mendapatkan gambaran yang lebih representatif. Selain itu, studi komparatif
dengan negara-negara lain dapat memberikan wawasan tentang bagaimana Al dapat diadaptasi untuk
konteks yang berbeda. Penelitian juga perlu mengeksplorasi penggunaan data kuantitatif untuk
mengukur dampak penerapan Al secara lebih objektif. Akhirnya, pengembangan model simulasi
penerapan Al dalam hukum acara pidana dapat menjadi kontribusi praktis yang signifikan bagi

pengembangan teknologi di bidang hukum.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini berhasil mengungkap potensi dan tantangan penerapan Acrtificial Intelligence (Al) dalam
hukum acara pidana di Indonesia. Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa Al memiliki
kemampuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi sistem peradilan, terutama dalam pengelolaan
dokumen hukum dan analisis bukti. Hal ini relevan dengan kebutuhan reformasi sistem hukum Indonesia
yang sering kali lambat dan birokratis. Namun, penelitian juga menemukan adanya tantangan signifikan,
termasuk kekhawatiran terhadap transparansi, akuntabilitas, dan potensi bias algoritma. Masyarakat
cenderung kurang percaya pada keputusan berbasis Al, terutama dalam kasus yang melibatkan
kepentingan publik yang besar. Kurangnya edukasi publik dan regulasi yang memadai menjadi faktor

utama yang memperlambat adopsi teknologi ini.

Dari perspektif yuridis, penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan kerangka hukum yang
spesifik untuk mengatur penggunaan Al dalam hukum acara pidana. Regulasi yang adaptif dan
kontekstual diperlukan untuk memastikan bahwa penerapan Al tidak hanya mendukung efisiensi, tetapi
juga menjaga prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Secara praktis, penelitian ini memberikan
rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan edukasi publik dan pengawasan terhadap
penggunaan Al. Temuan ini juga memberikan wawasan penting bagi industri teknologi untuk

mengembangkan algoritma yang transparan dan adil, sesuai dengan kebutuhan hukum Indonesia.
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Keterbatasan penelitian, seperti ukuran sampel yang kecil dan fokus pada konteks lokal, menunjukkan
perlunya penelitian lanjutan yang lebih komprehensif. Penelitian di masa depan dapat memperluas
cakupan studi dengan melibatkan responden dari berbagai wilayah dan menggunakan pendekatan
kuantitatif untuk mengukur dampak penerapan Al secara lebih objektif. Dengan demikian, penelitian
ini tidak hanya berkontribusi pada literatur akademik tetapi juga memberikan dasar yang kuat bagi

pengembangan kebijakan dan praktik teknologi di bidang hukum acara pidana.
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